
 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam BAB V sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada pelaksanaan pembinaan sebagai bentuk implementasi dari peraturan daerah 

no 17 tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dibagi menjadi 

beberapa program di antaranya: 

A. Sosialisasi  

- Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan DLHK terkait pengurangan 

penggunaan kantong palastik di Kota Bandung dapat dikatakan cukup baik. 

Dari hasil di atas yang menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat 

sebagai sasaran baik dari pengguna maupun penyedia kantong plastik dan 

pelaku usaha berpendapat bahwa mereka sudah mengetahui mengenai 

aturan yang membidangi pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota 

Bandung dari berbagai media, media tersebut baik berupa cetak seperti: 

Koran, flyer, baliho, poster, media elektronik, dsb. Disisi lain informasi 

yang didapat juga secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat.  

- Sosialisasi yang dilakukan terbagi menjadi dua bagian, diantaranya: 
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 sosialisasi secara langsung:  talkshow yang dilaksanakan di cfd pada 

hari libur, di pasar tradisional dilaksanakan pada hari biasa, 

kebeberapa sekolahan dilakukan pada hari biasa, kantor 

pemerintahan dilakukan pada hari biasa, dsb.  

 Sosialisasi secara tidak langsung: bekerjasama dengan Kominfo 

untuk  meberikan informasi melalui media, penyebaran flyer 

mengenai diet kantong plastik yang dibantu oleh rekan relawan, 

poster serta iklan-iklan di Koran dan media elektronik lainnya. 

B. Konsultasi 

- Pada pelaksanaan program berupa konsultasi ini , DLHK belum 

melaksanakannya dengan baik hingga saat ini. Dapat diartikan bahwa pada 

pelaksanaan konsultasi ini yang ditujukan kepada seluruh sasaran baik dari 

produsen, penyedia kantong plastik, pelaku usaha, dan pengguna kantong 

plastik  belum dilakukan dengan semestinya dan bahkan ketidak 

konsistenan DLHK beserta tim SKPD selaku pelaksana dan 

penanggungjawab Perda no 17 tahun 2012 ini menjadi suatu indikasi 

penyebab kurang baiknya implementasi kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik di Kota Bandung ini.  

- Program berbentuk konsultasi ini hanya dilakukan kepada beberapa sasaran 

saja belum dilakukan secara menyeluruh. Serta konsultasi ini berbentuk 

lebih formal yang dilaksanakan di kantor DLHK, dengan keterbatasan 
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ruang dan tempat juga menjadi suatu penyebab tidak terlaksananya program 

ini dengan baik dan menyeluruh.  

C. Pelatihan  

- Pada pelaksanaan pelatihan sebagai bentuk dari aktifitas pelaksanaan 

kebijakan ini, semestinya dilakukan oleh DLHK sebagai salah satu 

pelaksana kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota 

Bandung ini terhadap sasaran kebijakan dari mulai produsen, penyedia 

kantong plastik, pelaku usaha dan pengguna kantong plastik. Akantetapi 

pada pelaksanaanya berbanding terbalik dapat diartikan bahwa pelaksanaan 

pelatihan ini dilakukan oleh DLHK sebagai bentuk pelatihan kepada pihak 

intern atau DLHKnya sendiri guna melaksanakan program kebijakan ini 

dengan baik. Kurang jelasnya mengenai aturan yang membidangi program 

pelatihan ini menyebabkan ketidaksesuaian pelaksanaan program antara 

yang tertera dalam Perda dengan di lapangan.  

- Pihak DLHK hanya mengartikan bahwa bentuk dari pelatihan ini tidak 

untuk di lakukan kepada masyarakat sebagai sasaran, akantetapi bentuk dari 

pelatihan ini teruntuk pihak yang melaksanakan kebijakan ini agar lebih 

menguasai program-program yang akan di implementasikan. 

D. Bantuan teknis  

- Pada pelaksanaan bantuan teknis ini DLHK sebagai salah satu pemerintah 

yang menjalankan mandat dari kebijaan pengurangan penggunaan kantong 
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plastik di Kota Bandung, cukup baik dalam melakukan program tersebut. 

Dapat diartikan bahwasanya bantuan teknis berupa barang alternatif sebagai 

pengganti kantong plastik yang tidak ramah lingkungan sudah dilakukan.  

- Bentuk dari bantuan teknis terebut berupa kantong goodybag/totebag, serta 

kantong plastik ramah lingkungan yang di bagi ke 3 pasar tradisional di 

Kota Bandung sebagai bentuk dari bantuan teknis dari pemerintah. 

Goodybag/totebag tersebut dibagikan kepada masyarakat di CFD dan 

tempat-tempat lain di Kota bandung sebagai bentuk dari kampanye agar 

mengurangi penggunaan kantong plastik. 

2. Sebagai bentuk dari pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik di Kota Bandung, DLHK sebagai salah satu pelaksana kebijakan ini wajib 

melakukan pengawasan terhadap : 

A. Produsen  

- Pengawasan terhadap produsen dalam hal pengurangan penggunaan 

kantong plastik di Kota Bandung ini tidak dilakukan hingga saat ini. 

Menurut salah satu staff  DLHK saat ini memang pelaksanaan pengawasan 

belum di lakukan untuk sasaran produsen kantong plastik. Maka dari itu 

hasil dari implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik 

ini tidak sesuai dengan tujuanya.  

- Disisi lain produsen yang membuat kantong plastik di Kota Bandung masih 

sangat sedikit bahkan banyak terdapat di daerah luar Kota Bandung. Hingga 
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saat ini kantong plastik yang beredar di Kota Bandung ini banyak di kirim 

dari berbagai daerah, oleh sebab itu DLHK belum menargetkan produsen 

kantong plastik menjadi sasaran utama pemberian pengawasan secara 

langsung. 

B. Pelaku usaha  

- Pada pelaksanaan pengawasan sebagai bentuk dari kegiatan DLHK untuk 

melihat bagaimana hasil dari pelaksanaan program yang sudah di tetapkan 

baik atau tidak, sasaran selanjutnya yang di awasi adalah para pelaku usaha 

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. DLHK 

sudah melaksanakan pengawsan ini kepada pelaku usaha, dalam 

pelaksnaanya DLHK lebih mengawasi peredaran penggunaan kantong 

plastik ini kepada para pelaku usaha berbadan hukum seperti alfamart, 

Cirkle K, indomart, dsb.  

- Kurang optimalnya pelaksanaan kepada pelaku usaha ini menyebabkan 

implementasi Perda no 17 tahun 2012 ini kurang baik. Dapat diartikan 

bahwa ketidakkonsistenan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut 

yang saat ini sudah kurang terlaksana dengan baik.  

C. Penyedia kantong plastik 

- Pada pelaksanaan pengawasan juga dilakukan kepada pihak penyedia 

kantong plastik, seperti yang sudah di jelaskan pada bab V DLHK sebagai 

salah satu penanggungjawab dan pelaksana kebijakan pengurangan 
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penggunaan kantong plastik ini sudah melakukan pengawasan terhadap 

penyedia kantong plastik . hal tersebut sama halnya dilakukan seperti 

kepada pelaku usaha dan pengguna kantong plastik, akan tetapi belum 

sepenuhnya di laksanakan dengan baik. 

- DLHK mengevaluasi hasil dari pengawasan tersebut yang menyatakan 

bahwa penggunaan kantong plastik di Kota Bandung ini sudah menurun 

hingga 40 %. Mereka melihat dari data yang diminta dari setiap ritel 

minimarket dan observasi langsung ke lapangan.  

D. Pengguna kantong plastik 

- Pada pelaksanaan pengawasan kepada pengguna kantong plastik yang dapat 

dikategorikan adalah seluruh masyarakat di Kota Bandung ini, belum 

terlaksana dengan semestinya. Tim SKPD yang di buat oleh pemerintah 

yang salah satunya adalah DLHK belum konsisten dalam menjalankan 

tugasnya untuk mengawasi penggunaan kantong plastik di kalangan 

masyarakat.  

- Sanksi berupa teguran yang seharusnya diberikan kepada pengguna yang 

masih menggunakan atau tidak taat kepada aturan ini belum terlaksana 

dengan semestinya.  

3. Dalam penulisan ini keberhasilan suatu implementasi kebijakan Perda no 17 tahun 

2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bandung juga 

Dilihat dari 5 indikator menurut Repley and franklin : 
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- Ada beberapa program pembinaan dan pengawasan yang tidak banyak 

melibatkan aktor dalam pelaksanaannya. Dengan begitu maka yang terjadi 

adalah program tersebut hingga saat ini tidak berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

- Kompleksitas program atau Perda tersebut yang cukup rumit membuat para 

pelaksana kebijakan tersebut kesulitan dalam mengimplementasikan program 

tersebut.  

- Terdapat kelanjutan aturan berupa Perwal yang mengatur mengenai 

pelaksanaan pengawasan yang hingga saat ini belum tertandatangai oleh Wali 

Kota Bandung yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan pengurangan 

kantong plastik di Kota Bandung ini tidak konsisten dan tidak efektif. 

- Factor di luar teknis juga dapat memperhambat pelaksanaan yaitu dengan 

terlalu luasnya sasaran kebijakan dari Perda no 17 tahun 2012 ini membuat 

DLHK beserta tim SKPD cukup kesulitan dalam melaksanakan program-

programnya. 

- Kurangjelasnya tujuan dari setiap program juga mempengaruhi pelaksanaan 

kebijakan. Para aktor yang melaksnakan program tersebut kurang memahami 

setiap programnya yang diakibatkan adalah ketidak konsistenan dalam 

melaksanakan program tersebut. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti akan 

memberikan saran kepada DLHK sebagai salah satu pelaksana dan penanggung jawab 

atas pelaksanaan kebijakan Peraturan daerah no 17 tahun 2012 tentang pengurangan 

penggunnaan kantong plastik di Kota Bandung dan stakeholder lain yang terkait dalam 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Saran Tersebut berupa: 

1. Mengenai sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan cukup baik tersebut maka, 

penulis disini akan memberikan saran guna dalam melakukan sosialisasi 

kedepannya dapat lebih baik lagi. Sosilasisasi yang dilakukan oleh DLHK untuk 

saat ini dan kedepannya perlu penambahan sumberdaya agar dapat lebih menyebar 

informasi mengenai pentingnya mengurangi kantong plastik. serta pemberian 

informasi kepada masyarakat harus terus dilakukan baik sosialisasi secara langsung 

maupun tidak langsung.  

2. DLHK sebagai salah satu peaksana dan penanggung jawab harus lebih Konsisten 

dalam melaksanaka program kebijakan ini. Serta perlu di perkuat guna keberhasilan 

implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota 

Bandung. 

3. Aturan yang jelas juga sangat membantu pelaksana dalam menjalankan mandatnya. 

Dapat diartikan bahwa aturan yang kurang jelas masih menjadi hambatan 

pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh DLHK beserta tim SKPD lainnya. 
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4. Pemerintah terkait sebagai pelaksana kebijakan pengurangan penggunaan kantong 

plastik di Kota Bandung perlu bekerja sama dengan pihak ke 3 agar pelaksanaan 

kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini dapat lebih terlaksana 

dengan baik. 

5. DLHK beserta tim SKPD lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

kebijakan pengurangan kantong plastik ini harus memberi sanksi sesuai apa yang 

sudah ditetapkan dalam Perda no 17 tahun 2012 kepada sasaran yang melanggar.  

6. Memastikan target sasaran yang diutamakan bagi pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasan agar tidak terlalu kompleks. Karena saat ini kompleksitas dalam 

pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan 

tersebut.  

7. DLHK perlu memahami dan mendalami setiap program-program terkait 

pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dari apa yang seharusnya di lakukan dan yang terjadi dilapangan. 

Seperti bentuk pelatihan yang seharusnya pelatihan itu di lakukan oleh DLHK 

kepada sasaran tetapi pada pelaksanaanya berbanding terbailk. 

8. Perwal yang mengatur kelanjutan dari pelaksanaan pengurangan penggunaan 

kantong plastik itu harus segera di tandatangani oleh Wali Kota Bandung guna 

kelancaran dalam melaksanakan program pengurangan kantong plastik ini. Sebab 

dengan adanya kelanjutan aturan yang mengatur kebijakan ini tetapi hingga saat ini  
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aturan tersebut berupa perwal belum sah untuk di keluarkan menajdi penyebab 

ketidak konsistenan dalam menajalankan kebijakan tersebut.  
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